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MOTTO

" Jadikanlah sabar dan sholat sebagai p;analangmu S
( Al-Bagarah: 45)

“ Jadi orang yang mulia di hadapan Allah, rendah dihadapan diri

sendiri dan berguna bagi masyarakat "
(AliR.A) -

« Betapa berharganya waktu itu sehingga Tuhan pun bersumpah

atas nama wakty " ;
( Kalam Hikmah )
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I. PENDAHULUAN

I1.I ALASAN PEMILIHAN JUDUL
Seiring bergulirnya arus reformasi dan tuntutan demokratisasi, maka
pemerintah Indonesia mulai serius menanggapi aspirasi yang berkembang untuk
memberikan otonomi lebih luas kepada daerah agar laju perumbuhan di daerah
berkembang pesat. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pemberian
kewenangan yang lebih besar kepada daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab I, Ketentuar Umum

Pasal 1 huruf (h) Disebutkan yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah
“Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan . |
Otonomi daerah yang secara administrasi dilaksanakan per 1 Januari 2001
membawa dampak besar bagi Kabupaten / Kota sebagai pelaksana
Pemerintahan.Dengan adanya Undang-undang otonomi daerah ini pemerintah
mengubah pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi, yang pada akhirnya
pemerintah daerah harus mampu mencukupi kebutuhan di daerahnya sendiri
dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimili.ki daerah secara maksimal
guna memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan. Dalam hal
ini pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung daerah dalam
peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
Bab VIII perihal Keuangan Daerah pasal 79 disebutkan sumber PAD terdiri darti :

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil penegelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan
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1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas, dan
mengaplikasikan teori dan ketrampilan yang dapat dijadikan bekal
untuk memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya.
2. Memperoleh pengalaman kerja khususnya serta diharapkan dapat
membantu kelancaran aktivitas pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Lumajang.

1.3 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Obyek Praktek Kerja Nyata ini adalah DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, yang beralamat di JI. Acmad

Yant no. 25 Lumajang

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan pada setiap jam
kerja efektif ( minimal 144 jam ), dimulai dari tanggal 1 Juli sampai

dengan 1 Agustus 2002, dengan jam kerja sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis ' jam 07.00 s/d 15.30
(1stirahat jam 12.00 s/d 13.00)
Hari Jum’at - jam 07.00 s/d 11.00

1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1. Mengajukan surat pérmohonan Praktek Kerja Nyata

2. Mengurus surat ijin Praktek Kerja Nyata

3. Observasi langsung keseluruh proses kegiatan dan lingkungan kantor
serta pengenalan terhadap kegiatannya

4. Melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan
judul

5. Membuat catatan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan

Praktek Kerja Nyata
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6. Konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing dan membuat

Laporan Praktek Kerja Nyata
7. Menggandakan laporan Praktek Kerja Nyata

1.5 Bidang Ilmu
Bidang ilmu yang digunakan sebagai dasar acuan dalam landasan

teori pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut

1. Dasar-dasar Akuntansi
2. Sistem Akuntansi

3. Akuntansi Pemerintahan / Sektor Publik
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi
Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani  “Administrarc”yang
mempunyai arti :
1. Untuk menunjukkan penyelenggaraan pemerintah
2. Untuk menunjukkan kegiatan orang di bidang pencatatan,
korespondensi, perhitungan-perhitungan kearsipan semacam itu
yang menjadi tugas sekretaris atau tata usaha organisasi.
Sedangkan definisi administrasi sendiri antara lain :
—  Menurut Drs. D.J. Mamesah, (1995;93)
“Dalam ilmu administrasi Negara, kata administrasi sebagai
ekivalen dari kata “Administrare” yang diberi arti sebagai
pengabdian atau melayani, yang berarti melakukan sesuatu kegiatan
tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula; yaitu memenuhi
hasrat dan kebutuhan manusia itu sendiri yang relatif bersifat jamak.
Manusia tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya yang
bersifat jamak tersebut tanpa mengelompokkan diri untuk bekerja
sama.”. '
— Menurut Siagian (1990 ;3)
“Sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih
yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan”
yang telah ditentukan sebelumnya’.
— Menurut The Liang Gie ( 1980 )
“Segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok
yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai

tujuan tertentu”..
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Unsur-unsur administrasi antara lain -

4

('S

Organisasi

Struktur hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan
bersifat tetap dalam satu sistem administrasi.

Manajemen

Perbuatan mengerakkan karyawan dan segenap fasilitas kerja untuk
mencapai turuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi

Pertukaran informasi dan pengiriman arti yang merupakan hal pokok
pagi sistem sosial atau organisasi.

Kepegawaian

Perbuatan mengatur dan mengurus tenaga keja yang diperlukan.
Keuangan

Pengelolaan segi-segi pembelanjaan dan hal-hal yang berhubungan
dengan keuangan dalam usaha kerja sama tersebut.

Perbekalan

Mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar dan memelihara
sampai menyingkirkan perlengkapan yang sudah tidak diperlukan
dalam usaha tersebut.

Tata Usaha

Menghimpun,  mencatat, mengelola, menggandakan  serta
mengirimkan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam suatu

usaha.

2.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi memegang peranan yang penting dalam sistem ekonomi

dan sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu,

perusahaan, pemerintah, dan kesatuan-kesatuan lain, merupakan hal yang esensial

bagi distribusi dan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Untuk

mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai
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informasi yang dapat diandalkan, yang diperoleh dari suatu proses kegiatan
akuntansi.

Akuntansi dapat juga di gunakan oleh pemerintah sebagai alat
perencanaan dan pengendalian di dalam mengelola aset yang ada. Akuntansi
melibatkan pula proses analisis dan perancangan, dengan pertimbangan faktor
lingkungan dan kebiasaan bisnis yang berlaku dimana akuntansi tersebut
diterapkan. |

Dengan adanya otonomi daerah,maka Pemerintah daerah sedikit demi
sedikit mulai merubah pola laporan keuangannya dari sisiem tata buku ke dalam
sistem akuntansi pemerintahan yang lebih akuntable dan transparan, sesuai
dengan PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak semuanya laporan
keuangan Pemerintah Daerah menggunakan sistem Akuntansi.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari Akuntansi Sektor
Publik (Pemerintahan) yang berkaitan dengan organisasi Pemerintahan atau
lembaga nonprofit yang bertujuan memberikan informasi xﬁengenai transaksi
ekonomi dari  pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif,yudikatif dan
masyarakat.

Akuntansi Keuangan Daerah mula-mula dikenal sebagai bagian dari
manajeraen keuangan daerah (sistem administrasi keuangan daerah) dengan
istilah tata usaha keuangan (tata buku). Penggundan istilah tata buku untuk
akuntansi keuangan daerah tidak tepat karena tata buku merupakan bagian dari

akuntansi. Definisi Akuntansi Keuangan Daerah itu sendiri adalah sebagai

berikut -

13

Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transakasi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten,
atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan «.

Pihak-pihak peniakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi

keuangan daerah antara lain :
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1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Badan Eksekutif (Penyelenggara Pemerintahan)
Badan Pengawas Keuangan :

Investor, Kreditor, dan Donatur

Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
Rakyat

7. Pemerintah Pusat (Pasal 2 PP No.108 / 2000)

e WL

Akuntansi keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan, yaitu :
1. Pertanggung jawaban (accountability and stewardship)
Tujuan pertanggung jawaban dalah memberikan informasi keuangan yang
lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi

pthak yang bertanggung jawab brkaitan dengan operasi unit-unit

pemerintahan.

2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pemantauan,

pengendalian aggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,

serta penilaiar. kinerja pemerinta.

(S

Pengawasan
Akuntansi  pemerintahan  harus memungkinkan terselenggaranya

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.3 Pengertian Pembukuan dan Pelaporan
2.3.1 Pengertian Pembukuan

Dalam laporan keuangannya Pemerintah Daerah masih menggunakan
laporan keuangan dengan sistem tata buku (pembukuan) dikarenakan belum
siapnya sumberdaya yang ada pada Pemerintah Daerah dan kesulitan dalam
pelaksanan di lapangan.
Yang dimaksud dengan peinbukuan adalah :

“ Pekerjaan mencatat dalam rekening , yaitu rekening buku besar atau buku

pembantu .”



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Istilah pembukuan sering juga disebut posting. Pada dasarnya posting dapat

dipisah menjadi dua pekerjaan, yaitu :
1) Menuliskan tanggal, keterangan dan jumlah dalam rekening.
2) Menambahkan atau mengurangkan.

Kedua macam pekerjaan tersbut akan selau terjadi pada waktu
membukukan transaksi-transaksi dalam rekening.  Pekerjaan  pembukuan
transakasi dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Pcmbukuan dengan tangan
berarfi menggunakan alat tulis biasa, yaitu pulpen dan ftinta, sedangkan
pembukuan dengan mesin berarti menggunakan mesin pembukuan untuk
melakukan pekerjaan posting (Zaki Baridwan, 1991:71).

Tujuan daripada pembukuan dalah mengetahut jumlah realisasi
penerimaan masing-masing jenis pajak atau retribusi serta mengetahui jumlah
tunggakan baik perjenis pajak atau retribusi maupun perwajib pajak atau

retribust.

2.3.2 Pengertian Pélaporan
Pelaporan adalah kegiatan untuk melaporkan hasil kegiatan dari

pembukuan. Awal kegiatan dari pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah

pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan, semestei

atau pertahun.

Tujuan pelaporan udalah untuk melaporkan jumlah tunggakan atau
piutang. Dengan adanya pelaporan dapat dijadikan suatu alat disiplin analisa yang
bersifat deskriptif yaitu yang mengidentifikasi bebagai transaksi yang merupakan
kegiatan ekonomi dalam badan tertentu yang melalui pengukuran,pencatatan,
penggolongan dan peringkasan yang sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu
informasi adanya saling hubungan dengan yang lainnya sehingga mampu
memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan hasil usaha selama satu
periode.

2.4 Sumber Pendapatan Daerah
| Sumber pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55

UU No. 4 tahun 1974 ( Drs.D.J. Mamesah, 1995:93 ), meliputi :
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2.4.1 Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak daerah

Pajak dacrah adalah pungutan dacrah menurut peraturan pajak
yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga sebagai
hukum public ( Drs.D.J.Mamesah, 199594 ). Dasar hukum
pemungutannya adalh peraturan daerah yang bersangkutan dan lingkup
pemungutannya adalah peraturan daerah yang bersangkutan dan lingkup
perungutannya terbatas pada pajak-pajak yang belum dipungut oleh
negara(pusat).

Sifat-sifat pajak daerah adalah :
Memaksa secara kuat, yuridis dan ekonomis.
b. Tidak ada imbalan langsung kepada pembayar.
c. Sepanjang memenuhi Syarat-syarat formil dan materiil, maka tidak
ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayar.
d. Peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan budgeter, mengatur
dan tujuan tambahan lainnya, misalnya tujuan politik, ekonomi,

sosial dan budaya .

b) Retribusi Daerah

Retribusi dacrah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik
daerah badi kepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah ( Drs.D.J
Mamesah, 1995: 94 ).Retribusi daerah memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
a. Pelaksanaanya bersifat ekonomis.
b. Ada imbalan langsung kepada pembayar.
¢. Walaupun memnuhi persyaratan formildan materiil, tetapi tetap  ada
alternatif untuk mau atau tidak mau membayar.
d. Merupakan pungutan yang pada umumnya sifat budgeternya tidak
menonjol.

Dalam hal tertentu retribusi daerah tidak lebih dari “pengembalian”

o

biaya yang dikeluarkan pemerintah  daerah  untuk memenuhi

permintaan anggota masyarakat.
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Dilihat dari sarana atau alat pemungutannya, maka retribusi daerah

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Kelompok retribusi yang sarana pemungutannya berupa Surat

Ketetapan Retribusi (SKR) atau yang dilaksanakan dengan itu.

Contoh : Retribusi Huttler (penggilingan padi dan pemakaian gedung
pemerintah) ' |

Kelompok retribusi daerah yang pemungutannya berupa benda
berharga seperti karcis, kupon,materai dan formulir berharga.

Contoh : retribusi pasar.

Menurut UU RI No. 18 Tahun 1997 yang dimaksud dengan

retribusi daerah adalah pungutan daerah scbagai pembayaran atas jasa

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa yang dimaksud di sini adalah kegiatan Pemerintah Daerah

berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penyelenggara retribusi daerah terdiri dari :

1.

f)

i~

Jasa Umum
Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
tujuanl kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.
Jasa Usaha
Jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

disediakan oleh sektor swasta.

3. Perijinan Tertentu

Perijinan tertentu merupakan kegiatan terentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber

11
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¢).

d).

Daya Alam, barang, sarana tertentu untuk melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh

dacrah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah

penghasilan daerah (Drs.D.J Mamesah,1995:241)

Dilihat dari asal usul pendirian suatu perusahaan daerah, maka
perusahaan daerah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

a. Perusahaan daerah yang berasal dari perusahaan asing yang
dinasionalisasikan oleh pemerintah atau negara yang seclanjjtnya
diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Perusahaan daerah yang berasal dari perusahaan negard yang
diserahkan kepada pemerintah daerah.

c. Perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah baik dengan
modal selurulinya atau sebagian , dan merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Sifat dari perusahaan daecrah adalah suatu kesatuan produksi yang
bersifat unuk menambah penghasilah daerah, memberi jasa,
menyelenggarakan pemanfdatan umum dan perekonomian daerah. -
Lain-lain Usaha daerah yang sah

Lain-lain usaha daerah yang sah disatu pihak lebih mengarah pada

pubilc service dan bersifat penyuluhan (tidak mengambil keuntungan
melainkan hanya sekedar untuk menutup resiko biaya administrasi yang
dikeluarkan) dan dilain pihak juga dapat menghimpun dan sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sifat lain usaha daerah adalah membuka kemungkinan bagi
pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan bisnis, maupun
materi yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau
memantapkan suatu kebijaksanaan pemerintah daerah dalam suatu

bidang tertentu.

12



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.4.2 Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan

atau instansi

a. Sumbangan dari pemerintah

1.

Ganjaran

Ganjaran adalah jumlah uang yang diserahkan kepada daerah
berhubungan dengan kewajiban menyelenggarakan tugas pemerintah
(Drs.D.J. Mamesah, 1994:94) Ganjaran atau sumbangan ini bersifat
pertolongan untuk mendorong daerah yang belum berkembang
sepenuhnya dan hanya bersifat sementara.

Subsidi Daerah Otonomi / Subsidi Perimbangan Keuangan

Subsidi daerah otonomi diberikan untuk keperluan gaji pegawai dan
tunjangan pangan, termasuk Gaji Pegawai Negert Sipil Pusat yang
diperbantukan kepada Daerah Otonom. Besarnya subsidi daerah
otonom yang diberikan kepada pemerintah didasarkan atas data Daftar
Gaji Nominatif Pegawai Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang

diperbantukan kepada dacrah otonomi masing-masing.

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sumbangan adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk

menutup kekurangan anggaran keuangan oleh karena keadaan yang luar

biasa yang mengakibatkan daerah mengalami kesulitan keuangan

(Drs.D.J. Mamesah, 1995:95). Sifat pemberian dari pemerintah pusat dapat

dikemukakan sebagai berikut :

I.

(9S}

Langsung, untuk suatu urusan pemerintahan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah baik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah
daerah mupun pemerintah pusat.

Tidak langsung, untuk suatu urusan pemerintah pusat tertentu, yaitu
pemberian dalam rangka pembinaan dan pemanfatan berdasarkan
azas penyelenggaraan otonomi daerah.

Merupakan penggantian apa yang scharusnya menjadi hak daerah.
Pemerintah daerah sebagai penerima adalah pasif kalau pemberian

tersebut merupakan ganjaran atau subsidi.
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2.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah |
Lain-lain pendapatan daerah yang berasal dari sumber selain Pendapatan

Asli Daerah sendiri dan Pendapatan yang berasal dari pemerintah.

2.5 Retribusi Pasar.

Menurut Peraturan Daerah nomor 04 tahun 1999 yang mengatur
tentang pasar-pasar daerah dan retribusi pasar pada Kabupaten Lumajang
menyatakan pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan
baik barang maupun jasa yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang, yang terdiri dari :

1. Pasar Umum
Pasar yang sebagai tempat jual beli barang yaig mempunyai nilai tukar dan

atau jasa kecuali ternak.

o

Pasar Hewan
Pasar sebagai tempat jual beli ternak.
3. Pasar Khusus
Pasar yang khusus menjual barang-barang sejenis seperti pasar buah,pasar
burung,pasar barang-barang bekas dan lain-lain.
4. Pasar Darurat
Pasar yang didirikan hanya untuk sementara waktu.

Pasar mempunyai fasilitas baik yang ada didalam pasar maupun di
lingkungan pasar yaitu tempat kegiatan yang digunakan antuk kegiatan berjualan
baik di dalam pasar maupun daerah yang beradius 100 M dari batas luar Pasar
Daerah. Penjabaran dari fasilitas-fasilitas yang ada di pasar sebagai berikut :

a. Bangunan pasar adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang
dipergunakan untuk keperluan penjualan.

b. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko
yang dibangun di lingkungan pasar.

c. Toko Gudang ( Togu )adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan

gudang yang dibangun di lingkungan pasar.

14



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan

berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

e. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa

dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar daerah sehari-hart

Kepala Daerah menunjuk Kepala Pasar dan dibantu pegawai atau petugas pasar.

Ketentuan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah nomor 04 tahun 1999

adalah :

A. Retribusi Perijinan Tempat

Tabel 2.5.1

(U]

NO JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI (Rp)
1 Untuk pemakaian Ruko/Toko yang
menghadap ke jalan :
- Pasar Kelas | Rp. 62.500,00
- Pasar Kelas Il Rp. 50.000,00
2 | Untuk pemakaian kios tertutup

- Pasar Kelas [
- Pasar Kelas I
Untuk pemakaian los terbuka
- Pasar Kelas 1
- Pasar Kelas II

Rp. 25.000,00
Rp. 12.500,00

Rp. 12.500,00
Rp. 7.500,00

15
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B. Retribusi Persetujuan Pemindahan Hak Pemakaian

- Pasar Kelas |

Tabel 2.5.2
e JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI (Rp)
] Untuk pemakaian Ruko/Toko yang
menghadap ke jalan :
- Pasar Kelas | Rp. 20.000,00
- Pasar Kelas I Rp. 15.000,00
2 Untuk pemakaian kios tertutup
- Pasar Kelas | Rp. 12.500,00
- Pasar Kelas 1l RP. 10.000,00
3 Untuk pemakaian los terbuka

Rp. 7.500,00

- TPasar Kelas 11 [ Rp. 5.000,00
C. Retribusi Pasar Umum Daerah
Tabel 2.5.3
NO JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI (Rp)
1 | Pemakaian pelataran untuk tempat dasaran
tiap-tiap M
- Pasar Kelas | Rp. 80,00
- Pasar Kelas 11 Rp. 60,00
2 | Pemakaian pe]ataran-‘.untuk tempat dasaran
para pedagang grabatan/lesehan yang
kurang dari 4 M
- Pasar Kelas | TP #9000
- Pasar Kelas Il e o
3

Pemakaian los pasar untuk tempat dasaran

dalam tiap-tiap M®:

16



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- Pasar Kelas |

- Pasar Kelas II
Pemakaian Toko yang menghadap ke jalan
untuk tempat dasaran tiap-tiap M :

- Pasar Kelas |

- Pasar Kelas 1l
Pemakaian Toko yang menghadap ke
dalam untuk tempat dasaran tiap-tiap M :

- Pasar Kelas |

- Pasar Kelas 11
Pemakaian los daging atau ikan untuk
dasaran tiap-tiap M

- Pasar Kelas |

- Pasar Kelas Il

Rp. 100,00
Rp. 80,00
Rp. 120,00
Rp. 100,00
Rp. 100,00
Rp. 80,00
Rp. 100,00
Rp. 80,00

D. Retribusi Pasar Hewan

Tabel 2.5.4

NO JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI (Rp)
1 Retribusi ternak masuk di Pasar Hewan
. Ternak Besar Rp. 1.200,00
- Ternak Kecil Rp. 600,00
2 Retribusi Tempat naik / turun ternak Rp. 300,00
3 Retribusi pengesahan pemindahan hak
milik ternak Rp. 1.500,00

17
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E. Retribusi Tempat Berjualan Pada Tempat-Tempat Tertentu

Tabel 2.5.5

] Penjualan ayam dan sejéﬁiéﬁﬁ 7

NO JENIS RETRIBUSI

menggunakan sepeda setiap sepeda :
- Pasar Kelas 1 Rp.
- Pasar Kelas I1 Rp.
¢ Penjualan Burung dengan menggunakan
sepeda / memakai pikulan setiap pikulan :
- Pasar Kelas | Rp.
- Pasar Kelas Il Rp.
3 Penjualan dengan menggunakan mobil
keliling, jual jamu / konfeksi / sabun dll per
mobil :
- Pasar Kelas | Rp.
- Pasar Kelas Il Rp.
4 Penjualan Sepeda Motor bekas setelah
transaksi jual beli :
- Pasar Kelas | Rp.
- Pasar Kelas I1 Rp.
5 Pedagang Sepeda angin bekas setelah

transaksi jual beli :

- Pasar Kelas | Rp.

- PasarKelas Il Rp.
6 Pedagang Pisang per sepeda pikul / obrok :

- Pasar Kelas | Rp.

- Pasar Kelas 11 Rp
7 Penjualan Pisang per pikul

- Pasar Kelas | Rp.

- Pasar Kelas I Rp.

TARIF RETRIBUSI (Rp)

500,00
400,00

500,00
400,00

1.000,00
700,00

2.500,00
2.500,00

500,00

500,00

500,00
500,00

300,00
300,00
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3.1

III. GAMBARAN UMUM
- DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lumajang.

Sesuai dengan STAATSBLAD No.08 tahun 1950 terbentuklah
Pemerintah Daerah di Lumajang dengan nama Pemerintah Daerah
Tingkat II Lumajang.

Sejalan dengan terbentuknya Pen‘ierintah Derah Tingkat II Lumajang
maka terbentuk pula unsur pelaksana Pendapatan Daerah dengan nama
Dinas Pasar”.

Dinas Pasar menagani pendapatan daerah terbatas pada pasar daerah
dan rumah potong hewan. Bersamaan dengan perkembangan yang ada di
kabupaten Lumajang Maka dinas Pasar juga mengalami peubahan nama
yaitu : ;

a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)

b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)

c. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 11 Lumajang

d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang (hingga saat ini)

Dinas Pendapatan Daerah bergerak di bidang pendapatan daerah di
bawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah , Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam
Negeri -

Dinas FPendapaian Daerah Kabupaten Lumajnag dipimpin oleh
Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Derah yaitu Bupati

Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.
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Untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lumajang dan
memaksimalkan pendapatan daerah maka Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lumajang memiliki satu cabang dinas dan sepuluh Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membawahi wilayah Kecamatan.
Adapun pembagian wilayah adalah sebagai berikut :

P
.

Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupater Lumajang
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Lumajang
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sukodono
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Kedung Jajang
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Klakah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tempeh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Pronojiwo

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Pasirian

¥ % N w s WL

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Jatiroto
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Yosowilangun

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tekung

3.2 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Lumajang.

Keberadaan Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelakasana
Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 23 tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang yang meliputi :

1. Kedudukan :
a. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten dalam bidang pendapatan daerah.

b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepaia Dinas

Pendapatan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

<1
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¢. Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya secara
teknis administrasi dibina dan dikordinasikan oleh Sekretaris

Daerabh.

2. Tugas Pokok :
Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Kabupaien dalam bidang

pendapatan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan olch Bupati :

3. Fungsi:

a. Penyusunan perencanaan dan pengembangan penerimaan
pendapatan daerah.

b. Penyelenggaraan, pendaftaran, pendataan, penetapan perhitungan
besarnya pajak / retribusi daerah dan pendapatan lain-lain .

c. Pelaksanaan penagihan pajak / retribusi, pendapatan lain-lain dan
PBB serta pelayanan keberatan dan permohonan bandin 2.

d. Pelaksanaan kebersihan, keamanaan, ketertiban dan pemeliharaan
sarana daﬁ prasarana pasar serta pemakaian kekayaan daerah
lainnya.

¢. Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian keuangan pusat dan

daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pedoman
| pendapatan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.

Pengawasan, pembinaan pengendalian tugas staf.

5@

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait.

—
.

Pertanggu jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah

J.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.3 Sruktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lumajang.
Sruktur organisasi yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Lumajang adalah struktur organisasi garis dan staf. Di sim kesatuan
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Adapur. tugas dan fungsi masing-masing bagian berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 23 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :
I. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tugas Pokok : Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang
Pendapatan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Bupati.
Fungsi
a. Penyusunan, perencanaan dan pengembangan  penerimaan
Pendapatan Daerah.
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
¢. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas staf.
d. Pelaksanaan koordinasi dan pembiunaan dengan instansi terkait.
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan pendapatan
daerah. |
f. .Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan
Daerah - 4

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok : Pelaksanaan urusan umum ,keuangan, kepegawaian serta
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
Fungsi : :
a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum.
b. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
Pengadaan dan pendistribusian benda-benda berharga.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Képala Dinas

Pendapatan Daerah .
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Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Sub Bagian Umum.

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Dinas Perencanaan Dan Pengembangan

Tugas Pokok : Penyusunan perencanaan dan pengembangan penerimaan

pendapatan daerah i)aik melalui intensifikasi maupun

ckstensifikasi serta evaluasi dan monitoring pendapatan.

Fungsi :
a. Penyusunan rencana anggaran Kas Pendapatan Daerah.
b. Penyusunan rencana kerja tahunan dinas.
c. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan.
d. Penyusunan Pendapatan Daerah.
¢. Pelaksanaan evaluasi Pendapatan daerah.
f. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan atas
Penerimaan Daerah. i
g Pembukuan dan melaporkan Pendapatan Daerah.

Sub Dinas Perencanan dan Pengembangan terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Program

b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

¢. Seksi Monitoring dan Evaluasi

4. Sub Dinas Penetapan

Tugas Pokok : Penyelengaraan pelayanan administrasi pendaftaran dan

pendataan, perhitungan dan penetapan besarnya

pajak/retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Fungsi :

a.

Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah dan wajib
bayar pendapatan lain-lain serta memeriksa lokasi lapangan atau

mendata melauli laporan instansi lain.

29
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IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari

itan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan dengan cara bekerja secara

dbipaien Lumajang. Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan dan dibimbing

@n langsung oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana dan dibantu oleh

| ' sima Pembukuan dan Pelaporan.

| Aktivitas Praktek Kerja Nyata yang berhubungan dengan prosedur
%ﬁin’sﬂasi meliputi :
- L Membantu pembukuan permintaan benda berharga retribusi pasar.
2 Membantu pembukuan dan pelaporan persediaan benda berharga retribusi
. asar
3 Membantu pembukuan penerimaan retribusi pasar.

4 Membantu pelaporan realisasi pendapatan daerah.tahunan
1 Membantu Peribukuan Permintaan Bénda Berharga.
Benda bg:rharga yang dimaksud di sini adalah karcis. Dalam Dinas

s ada dua macam karcis untuk pasar yaitu karcis pasar daerah dan karcis

lai dengan dibuatnya Surat Permintaan Benda Berharga UPTD pasar sampai
- engm penyerahan benda berharga ke UPTD pasar.

Adapun prosedur permintaan benda berharga retribusi pasar adalah
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PROSEDUR PEMBUKUAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA
RETRIBUSI PASAR

"UPTD PASAR

SEKSI PEMBUKUAN

DAN PELAPORAN

SEKSI PERBEKALAN
DAN GUDANG

SPBBU

e
|
|
|
|
|

R

|
|
|
i
|
|
|

SPBBU
2

|

BPBBD J
3

!

I Renda

l Berharga

i BPBBD | <
y .

l //J
heg

,.I]

1)

<%
‘ Benda

l Berharga

K;]

Per Jenis

Laporan w
Persediaan
L Benda Berharga

i
J

l
l
l
l
|
|

Gambar 4.1

Sumber : DIPEENDA Kabupaten Lumajang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

AR w3 s ¢ p,

ek oo e | SURAT PERMINTAAN BENDA BERHARGA] Nomor SPBBU

G : UPTD ( SPBBU ) Tanggal Diminta
INAS PENDAPATAN DAERAH Dart : Unit Pelaksana Tehnis Dinas

- JI. Arif Rachman Hakim No. 1 Kepada
f LUMAJANG & 881590 Vth. : Bendaharawan Khusus Benda Berharga Dipenda Kabupaten

..............................................

Tanggal Disetujui

-----------------------------------------------

HARAP DIKIRIM BENDA BERHARGA SEBAGAI BERIKUT INI

E " NAMA Kode | Nilai / BANYAKNYA DIMINTA BANYAKNYA DISETUJUI
, Benda Berharo: 3 r . Jumlah |Isi Lembar| Jumlah Jumlah |Isi Lembar| jumlah

Tj b ___“’_*_____(_‘_f‘_(_'j B”l_]dr{’_l__‘ BB | Lembar Blok / Blok Lembar Blok / Blok | Lembar
i
|
|
|
!
|
| |
i |
|
i
I

p !

g

1

IEERURILY. W bt 3 '

Diminta Oleh | Diketahui Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Peliizas Gudang Ka. UPTD, Kasi Pemb. & Pelaporan, Ka. Dipenda,

z ' - :

Sue N NIP: NIP:

Lembar - warna Putih, untuk Bendaharawan Benda Berharga.

,‘__]
Lembar 2 - wama Merah Muda, untuk Seksi Pembukuan & Pelaporan Dipenda Kabupaten Sub. Sie Pembukuan Persediaan.
Lembar 3 - warna Xuning Muda, untuk UPTD, Tata Usaha, Petugas Gudang.

Ecmbar 4 - warna Hijau Muda, untuk UPTD, Tata Usaha, Petugas Pembukuan.

. DPDASDE

>

BLA.S0x4=P M, K, H. 22-12-01

LE



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I Nomor BPBBD :
PRMERINTAH KARUPATEN FEMAANG £NDa BERHARGA DIPENDA |
IVAS PENDAPYTAN DAERAH ( BPBBD') ie |
J.AYaniNo:25® 881580, oo Kepada : Sarassarken :
LUMAJANG - 67311 ot RS B g
Nama UPTD : LA THOINAE: oo s s
e sy .
g Nams Beridh - bisias . BANYA K‘N YA B Sy IUML.A..ITI NILAI
o Berharga ' | BB |No. Serif Jumlah | Isi Lbr. | Jumlah per Diuist oleh
%Z § BB | Blok | Blok |Lembar| Lembar Pesménkuan
" Diterima oleh : Diserahkan oleh : Disahkan oleh : DIBUKUKAN
| Petugas Gudang UPTD, Petugas Gudang Dipenda, | Ka. Bendaharawan K8B, Tanggal " Paraf
R: NIP.: NIP.:

Lembar 1 warna Putih, untuk Bendaharawan Khusus Benda Berharga, Petugas Gudang.
Lember 2 warna Merah Muda, untuk UPTD, Tata Usaha, Petugas Pembuku.
'Lembar 3 warna Kuning Muda, untuk Seksi Pembukuan Pelaporan Dipenda.
Lembar 4 warna Biru Muda, untuk Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda,
| Petugas Pengelola Data. |
'Lembar 5 warnra Hijau Muda, urituk UPTD, Petugas Gudang.

)EL : DPD Il -58 g FAE AV A

h o
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Benda Berharga dimulai dari diterimanya bukti pendukung sampai

dibuatnya laporan realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga

retribusi pasar.

Adapun prosedur pembukuan dan pelaporan persediaan Benda

Berharga retribusi pasar adalah sebagi berikut :

SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Sub Seksi Pembukuan Persediaan
Petugas Kartu Persediaan Per Jenis Petugas Kartu Persediaan Per UPTD
BAPB BAPBB BAPBB LHPKT/
Fa BPBB BPBB o
BAPBB
| Setiap hari mencatat Setiap hari mencatat | Setiap hari mencatat Setiap hari mencatat
pada kolom masuk pada kolom keluar pada kolom masuk pada kolom keluar
| KPBB per jenis KPBB per jenis KPBB per LGTD KPBB per UPTD
|
i e KPBB . A . KPBB <
| Per jeni Per UPTD
3 er jenis er |
Gambar 4.2 ¥ e i i

Sumber : DIPENDA Kabupaten [.umajang

>
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b. Kolom keluar kartu persediaan Benda Berharga retribusi pasar
berdasarkan formulir
—  Surat Permintaan Benda Berharga UPTD
— Berita Acara Permintaan/Penyerahan Benda Berharga
~  Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dipenda
5. Berdasarkan kartu persediaan benda berharga tersebut, petugas gudang
membuat laporan Persediaan Benda Berharga Gudang sctiap tiga bulan
sekali rangkap 5 :
- Lembar ke-1 untuk Bupati/Walikota
—  Lembar ke-2 untuk It Wil Kab
—  Lembar ke-3 dan ke-4 untuk Bagian TU
— Lembar ke-5 untuk arsip gudang
Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang berhubungan dengan pengisian kartu
dan laporan yang dipergunakan dalam pembukuan dan pelaporan benda berharga
retribusi pasar adalah :
1. Mengisi kartu persediaan benda berharga perjenis, pergudang dan per

UPTD (model DPD 11 83 )



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T N DIT-THON

B e : > : - dIN ; A . 1 'dIN
yrrpision g . S - E = & (dis 1Y) dNdg ¥mun eprw neliy euses G 9 sequa] T
i P €A S . Buefewn usjednqey epuadig uesodejad 7
; : uend¥Nquad ‘aig Ueeipasiad UBNXNGWad "3IS 'qNS ¥Njun BpNw niq ewes § 3 Jepuayn
d 3 - <

‘Buelewn uajedngey epusdig uelodel|ad 9 Uen¥NGW3I
‘821G UBBWILSU3J UBMYNQA "8IS "GnG ¥njun epniu Buiuny ewes ¢ 2y BRI T

WIRININSd SNSNHY ‘AldnN BYESQ Blel venmynquag s2Snjad 3nun epnul yeiauw ewss Z 3 esusi
o B

e J ueSue) epuey 1 13}51535Y NANY8N3d NYM'7EYHRYON38 1NONNW3d BOLVYNIGEOOM nBunwad J0jeuipiooy ymun ynnd ewes | ) SISO
seyhUe213; ymun ueBueny : y2jo ewwuanqg : yajo Jojasiqg
b e - : rles BT jniny ueduag
| S . . HYIWnr | |
% m 4
w
M
| -
. il
| <
|
|
!
w
|
|
|
m
~
|
: m
m i
“
!
: F o e & : z
h. e e
(dy) (dy) v . (2y) nxe| |  nbunwag
4 ‘g'g 1nbunwagy Bue sequa) e 4. '5'] 9pcy JowoN | eSieyiag epusg eweN | RIOOY BLW3) s ol -
ISNSI¥LZYE HVYIrvd SIN2P lisey Buen yejwnp eAujelueg 1ElIIN | Epue) Jowen SEONI24 BUWEN

............... ........... . ............. e s _Nmmcm.hc y Hawzncu-u m m 0h<"~—°m oox zqm OFm»bﬁ“mm : i Snoniaimeeth ....,.y.‘ ..... ”............-. ............ 3 em: .gm s ..
.....1 ........ : dMdd1 ON ”Mdo ”&dhawzmsmm :qmomQ.“ L sessssessene: B \.q .- Cersessane s Q14N Bwey



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Keterangan :

L

W)

Pencatatan dimulai demngan penyetoran pendapatan retribusi pasar oleh
petugas pasar pada Bendaharawan Khusus Pasar
Bendahaiawan Khusus Pasar mencatat pada Laporan Pemungutan dan
Penyetoran Koordinator Pemungut (LPPKP), dibuat rangkap 5

- Lembar ke 1 untuk Koordinator pemungut
—  Lembar ke 2 untuk Petugas Pembukuan Tata Usaha UPTD
—  Lembar ke 3 untuk Sub Sie Pembukuan Penerimaan Sie Pembukuan

dan Pelaporan Dipenda Kabupaten Lumajang

"~ Lembar ke 4 untuk Sub sie Pembukuan Persediaan Sie Pembukuan

dan Pelaporan Dipenda Kabupaten Lumajang

Lembar ke 5 untuk BPKP (Arsip)
Bendaharawan Khusus Pasar melakukan penyetoran pada Bendaharawan
Penerima Khusus Pendapatan DIPENDA dan menyerahkan lembar ke 3, 4
dan 5 LPPKP setelah seluruhnya di stempel oleh BPKP
BPKP menyerahkan laporan setoran pendapatan dan lembar ke 3 dan 4
LPPKP pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan setiap han
Seksi Pembukuan dan Pelaporan setiap periode membuat Laporan

Realisasi Pendapatan Tahunan

Setelah semua setoran diterima, BPKP menjurnal pendapatan retribusi pasar

pada Buku Besar setiap terjadi setoran untuk memudahkan dalam penyusunan

Laporan Realisasi Pendapatan Tahunan .

Contoh :
JURNAL
BENDAHARA PENERIMA KHUSUS PENDAPATAN
DIPENDA KAB. LUMAJANG
BULAN MEI 2001
Tgl Uraian No Jumlah
Rek | Debet Kredit
3 | Kas | 1.600.000
Pendapatan | 1.600.000

| (Diterima setoran Retribusi Pasar) | |
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan
pada Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Lumajang, maka dapat diambil
kesimpulan ebagai berikut :

Prosedur permintaan Benda Berharga retribusi pasar dimulat dengan
dibuatnya surat permintaan benda berharga per UPTD (SPBBU) sampai
dengan penyerahan benda berharga ke UPTD yang meminta. Formulir 1ni
dibuat apabila UPTD meminta benda berharga ke Dinas Pendapatan
Daerah. Bukti pendukung yang digunakan adalah

— Surat permintaan Benda Berharga UPTD (SPBBU)

~  Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dipenda (BPBBD).

. Prosedur pembukuan dan pelaporan persedian benda berharga retribusi

pasar dimulai dari diterimanya bukti pendukung sampai terselesainya
Laporan Persediaan Benda Berharga gudang dan Laporan Realisasi
Peneriman dan Persediaan Benda Berharga yang dibuat olch seksi
pembukuan dan pelaporan per bulan .

Pembukuan penerimaan retribusi pasar dimulai dari penyetoran UPTD
Pasar pada Bendaharawan Khusus Penerima (BPKP) Pendapatan dengan
disertai bukti pendukung . Setelah setoran diterima maka BPKP menjurnal
dan mengumpulkan bukti pendukung untuk kemudian dibuat Buku Besar
pembantu pendapatan, yang diserahkan setiap akhir bulan pada seksi
pembukuan dan pelaporan. Setiap bulan seksi pembukuan dan pelaporan
membuat rekapitulasi seluruh pendapatan dan membuat Laporan Realisasi
Pendapatan Tahunan . Bukti pendukung tersebut antara lain :

—~ Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator pemungut (LPPKP)

— Surat tanda setoran dart Kas Daerah

—~  Buku Besar Pembantu dari BPKP

48
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PENDAPATAN DAERAH | SURAT KETETAPAN PAJAK NO. KOHIR

ani No. 25 Telp. (0334) 881590 y
LUMAJANG TaRu,

Nama S PDCIEREG SRS R IR B R B g R

BRGSO N VI R GRS T e DO (R PR T  p

NPWPD

Penyetoran terakhir tanggai :

Ayat JENIS PAJAK JUMLAH
Rp.
' Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp.
; Denda RE.
| Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda Rp.
?n Huruf :
KTIAN :

,

rp Penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, Bank
bangunan Daerah / Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro.

t Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Register atau Cap / Tanda
jan Pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang..

ambat Menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sesuai dengan FPeraturan
rah yang berlaku. .

Penyetor a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Sub Dinas Penetapan

NIP.
a Yth. Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BKP.
ir Utama BPD / Kepala Kantor Pos
gar menerima penyetoran untuk ke-
an rekening Pemegang Kas Daerah :
E‘ -------------------------------------------------------
rna Putih ' Wajib Pajak 3. Warna Kuning : Penetapan
fna Merah : Renbang 4. Warna Biru : BRP 5. Warna Hijau : UPTD.

DPD Il - 17
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